I

TRIBUN PONTIANAK

| Jan ]@l Mar| Apr | Mei] Jun | Jul IAgust| Sept] Okt | Nov| DesJ rZO ZF| |Ha|.:5 |

[1]2]34ase6[7]89]10[1]y12[13[14] 15[16]17]18[19]20[21]22]23[24]25[ 26 27]28[29]30]31]

~ Penyuap Nurdin Divonis 1,5 Tahun Bui

JAKARTA, TRIBUN - Kock Meng,
pengusaha penyuap Gubernur non-
aktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun
divonis pidana penjara selama 1 tahun
6 bulan penjara dan denda sebesar
Rp100 juta subsider 3 bulan penjara.
Majelis hakim menyatakan Kock Meng
telah terbukti secara sah dan meyakin-
kan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana secara bersama-
sama dan berlanjut sebagaimana da-

lam dakwaan alternatif ke satu.

Majelis hakim menyatakan Kock Meng
menyuap Nurdin sebesar Rp 45 juta dan
11 ribu dolar Singapura untuk pengu-
rusan Izin Prinsip Pemanfaatan Laut
dan gratifikasi yang menjerat terdakwa
Nurdin Basirun. Tujuan penerimaan
suap itu agar Nurdin Basirun menanda-
tangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan
Laut atas nama pemohon Kock Meng
seluas 6,2 hektare, surat Izin Prinsip

Pemanfaatan Ruang Laut
atas nama pemohon Abu
Bakar seluas 10,2 hektare
dan rencana memasukkan
kedua izin prinsip tersebut
ke dalam daftar Rencana
Peraturan Daerah Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir Pan-.

tai dan Pulau-Pulau Kecil.

Sidang beragenda pem-
bacaan putusan digelar di
ruang sidang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Ja-
karta, pada Senin 10 Febru-
ari 2020. ‘

“Menjatuhkan pidana oleh karenanya
terhadap terdakwa dengan pidana penja-
ra selama 1 tahun dan 6 bulan dan pidana
denda sejumlah Rp100 juta, dan apabila
denda tersebut tidak dibayar, diganti de-
ngan denda kurungan selama 3 bulan,”
kata Ketua Majelis Hakim lim Nurohim,
saat membacakan putusan.

Di persidangan itu, lakim menyebut-
kan hal yang memberatkan terdakwa,
yaitu perbuatannya tidak mendukung
program pemerintah memberantas tin-
dak pidana korupsi. .

Upaya penjatuhan vonis itu lebih ren-
dah dibanding tuntutan jaksa penuntut
umum (JPU) KPK yang meminta Kock
Meng dituntut 2 tahun penjara ditam-
bah denda Rp100 juta. Atas perbuatan
itu, Kock Meng terbukti bersalah mela-
kukan perbuatan yang melanggar pasal
5 ayat 1 huruf a UU No. 31 tahun 1999
sebagaimana diubah dengan UU No. 20
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1
ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP. (Tribun
Network/gle/wly) :
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